BAB III
TINJAUAN UMUM KONSEP DAR AL<ISLAM
DAN DAR AL-HARB

A. Pengertian dan Dasar Hukum Dar al-Islam dan Dar . Al-

Harb.
1. Pengertian Dar al-Islam dan Lar al-Harb.

Rupa-rupanya dengan adanya seruan untuk hidup se-
cara Islami, yang. .dalam abad XX ini rasa-rasanya telah di
tahdai dengan bangkitnya kembali cita-cita kenegaraan
Islam. Untuk itu pemahaman yang benar akan adanya bebera-

pa istileh disekitar politik Islam mutlak adanya.

Mengenai difinisi Dar al-Islam itu sendiri, terda-
pat banyak rumusan yang disampaikan para fuqoha'. Dalam
kaitan ini penulis mencoba menikilkan beberapa pandangan-~ -
para ahli yang berkensan dengan pengertian Dar al- Islam
dan Dar Al-Harb. Sebagaimena yang telah dikemukekan oleh

Abdul Wahab Kholaf:
eL»)I? A @swt\xk\l—“dJ—-g‘@‘thnwaﬂbb
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(Abdul ¥%ahab Kholaf, 1987:917)

"Dar al-Islam adalah suatu wilayah yang padanya berla
ku ketentuan hukum islam, dan semua orang yang berada
didalamnya merasa aman karena adanya jaminan keamanan
dari tentara Islam, baik mereka dari golongan orang
islam, non Islam atau zimmi".
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Adapun pengertian Dar al-Harb adalah
\i../.,»ﬁ} (%J‘LW\)GJ‘ Q&UMJIJ
(y&A_uml‘(3L»L;L+~)Ly“dyﬂtlej

(Abdul V,ahab Kholaf, 1987 : 917 )
"bar al-Harb adalah suatu wilayah yang padanya ti-
dak berlaku ketentuan hukum Islam, dan seluruh pendu

duknya tidek mendapatkan jaminan keamanan dari ten
tara Islam". )

lrenurut Abu Hanifah, Dar al-Harb adalah negara
yang telah memenuhi tiga syarat

1., Kekuasaan dan kedoulatannya tidak dipegang oleh ke-
pala negera yang lLslam yang melaksanakan hukum- hu-
kum Islam.

2. Negara tersebut bertetangga dengan deerah- dae
rah Islam, yang dikhawetirkan skan terjadinya penyer-
buan dari negara tercebut kedalem wiluyah‘lélam.

3, Muslim atau zimmi yang menjadi warga ncgara Islam, ti
dak dupat menegakkan syari'at Islam.di negeri terse
but, dan tidak pula mempunyai hak yang penuh sebagai
warga negaranya sendiri. ( Hasbi Ash-Shiddiqy, 1971:
120 )

Akhirnya dengan memperhatikan pengertian bar al-
Islam dan Dar al-larb di atas, dapatlah kiranya kita
turik suantu kesimpulan sebagaimana di bawah ini

Dar al-Islam adalah suatu wilayah, dimena pada wilayah
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tersebut syari'at islam dgmnt diterapkaen baik sebagian -
atau penuh oleh semua wargs negare muslim karena kekua-
saannya. Ata. warge negara terjamin keselamatan harta
den jiwanya. Sehingga mereka dapat dengan leluasa melak

sanakan syari'at islam, walaupun kekuasaannya tidek

berada di tangan keum muslim,

Dar al-Harb adalah wilayah yang tidak berada dibawah ke

kuasaan keum muslimin, yang karenanya syari'at Lslam,
tidak dapat diterapkan, dan antaranya dengan negara
islam tidak terdapat perjanjian perdamaian, sehingga

dikhawatirken akan terjadinya serangan terhadap wilayah

islam.

Dasar Hukum Dar al-Islam dan Dar al-Harb.

Istilah dar al- slam dan dar al-Harb yang menun-
juk kepada masyarakat muslim den non muslim o) dengan
segala pranata sosial yang mengikutinya, sebagaimana pe
nyusun ungkapan di atas, tidak mempunyai bijakan atau
dasar hukum yang pasti baik dari nash al-qur'an atau

Al~-Hadits.

Dalam Al-qur'an terdapat satu kalimat yang se~
rumpun dengan dar gl-Islam. Kalimat tersebut sering -
sekali dipergunakan dalam al-qur'an, akan tetapi dengan
pengertian yang berbeda sams sekall dengan makna dar

al-Islam di atas, sebab ia adalah nama dari salah satu
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surga, seperti dalam firmannya

I s o Sy I e del

"Allah menyuruh manusia kedarussalam (surga), dan
menunjuki orang yang dikehendaki-Nya kepada jalan
yang lurus (islam ). (Departemen Agama RI, 1989:305)

Adapun dasar dalam Al-Hadits untuk menunjukkan ko
munitas muslim dengan segela pranata sosial yang mengi
kutinya dengan istilah sebagaimana Ibnu Qoyyim yang

mentatakan dengan dessar hadits di bawah ini

Sl ¥ BT datLds 3L s & sy dake
;fbﬁ‘)%%‘#‘@jb)\{ﬁgb\p

(Ibnu Qoyyim al-Jawziych, I: 1961 : 5) ¢

"Dan adanya negara hijrah pada zaman Rasulullah SAW
adalah negara Islam dimana golongan kegir terjaga da
ri keselamatan, pada negara-negara yang keselamatan-
warga negaranya pada negara-negura Islam.

Imem Bukhori secara explisit menggunakan istilah-
dar al-Islam dalam judul salah satu bab seruan nabi kepa
da kaum musyrik untuk memeluk Islem. Akan tetapi al Ha -
dits tersebut berkenaan dengan ketentuan hukuman bagi
seorang mata-mata sementara dar al-Islam untuk menyebut-

wilayah islam sama sekali tideak disebut.
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Beliau meriwayatkan
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(Al-Bukhori, IV : tt : 31)
"Datang kepada Nabi SAW. Dimana mata-mata dari . o-
rang musrikin dan didalam perjalanan mereka, maka
duduklah golongan para shahabat membashasnya kemudian

menggugurkan pembshasan itu, maka bersabdalsh Nabi
SAW. Carihlah dan bunuhlah, serta rampas hartanya."

Berkenaan dengan hadits reesebut, selurul ahlise-
jarah .sepakat bahwa hadits tersebut telah mendorong Kho-
lifeh Umar Ibn Khottob melakukan deportasi kepada orang-
orang yshudi dan nasrani dari jazirah Arab, dengan per -
timbangan bahwa jazirah arab adalah Dar al-JFglam.(A.S.Tri

tton, III, tt.; 203 )

Menurut hemat kemi, hadits tersebut diatas berke-
naan dengen kebijaksanaan atau hukum khusus yang berlaku
pada tanah haram dan hijaz semata, dan tidak * Dberlaku
pada daerah- daerah selainya. Terbukti bahwa daerah se
lain pelongan non muslim tetap diperkenankan hidup
berdampingan dengan umat islam, dan sebagaimana yang di
nyatakan oleh Al-Mawardi, bahwa negara islam itu terbagi

menjadi tiga wilayah: Tanah Haram, Hijaz, dan wilayah se

lain keduanya. ( Al-Nawardi, tt, 157 ) -
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Dengan demikian kita dapat mengatakan bahwa isti .-
lah atau konseb Dar al-Islam dan Dar al- Harb adalah
istilah yang dibuat oleh para ulama', yang pembuastanya le
bik banyek didasarkan pada pepﬁip@gngan strategi da' wah
atau pembahasan atas realitas sosial polidtik umat islam

yang ada pada saalt itu.

Pada dasarnya pembagian dunia terbagi atas dua ka-
tegori tersebut diatas, merupakan konsekwensi logis
dari sifat islam yang universal, yang karena keuniversal-
nyaitu islam kemmdian mewajibkan kepada para pemeluknya
untuk mendakwakannya kepada setiap orang. Kepadsa mereka
yang keberatan dengan dakwa itu, umat islam diwajibkan u
tuk mendakwakanya kepada umat islam dan kalau kalau
tid&k keberatan boleh memaksanya demgan pedang dan membu -

nuhnya. ( Abd. al-wahab, tt : 64 )

Berangkat dari premis itulah penganut teori ini
kemudian menetapkan prinsip-prinsip hubungan luar negeri

negara islam, yang diantaranya adalah:

1. Jihad adalah suatu kewajiban yang tidak boleh ditawar-

tawar.

<. Azas perhubungan antar komunitas muslim den komunitas-
non muslim adalah peperangan.

3, Wilayah yang padanya berlaku syari'at islam dinamakan-

Dar al-Islam , sedangkan wilayah yang tidak menerapkan
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syari'at Islam dinamakan dar al-Harb.( Abd.al- Wahab,

tt : 67 - 81 )

Prinsip-prinsip tersebut diadakan, karena dalam
kenyataannya penyempaian dakwah Islam tidaklah berjalann
dengan tanpa hambatan. Hingga pada akhirnya untuk men-
dukung dan menyempurnakan kegiatan dakwah tcrsebut Nabi
terpaksa berhijrah dan membentuk komunitas lslam di Mad<

dinah .

Di Madinah, Nabi mengambil peran politik sebagail
wasit diantara suku-suku setempat yang saling bermusuhan
dan hampir- menghancurken kota, Orang-orang Makkah yarg
ikut berhijrah dengannya, beserta masyarakat Madingh
diperlakukan sebagai masyarakat yang terpisah dibawah -
kepemimpinannya. Mulai saat ituleh, menjadi georang
muslim, berarti bersatu dengan masyarakat tersebut,yang
hukum-hukumnya mengatasi rasa kesukuan yang ada.(Edward-

Mortimer, I, 1984 : 26 )

B. Perkembangan Pemikiran Tentang Konsep Dar al-Islam dan

al- Harb

Sebagaiman penyusun singgung di muka, konsep Dar
al-Islam dan Dar al-Harb lahir dalam kanceah hubungan
antar bangsa atau merupakan sebueh politik luar negeri
seperti halnya suatu teori politik hukum Islam tentang

bangsa-bangs: kebanyakan produk dari berhagai tulisan me



41

ngenairhukum Islam. Para fuqoha' telah mengembangkan sua-
tu cabang syari'eh dengan disebut Siyar atau hukum Ta&lam

tentang bangsa-bangsa.

Pokok pembahasan siyar, meliputi berbagai tema
seperti jihat, ghonimah, sulh, (gencatan senjata ) amn
(perjenjian keamanan) dan lain-lain. p cmbahasan dari

bidang-bidang tersecbut istilah atau konsép tentang Dar al

Islem dan Dar al-Harb diperoleh atau dikensl.

Abu Hanifah memberi nema siyar dari kuliyah-kuli -
yahnya tentang hukum Islam, yang membahas tentang perang
dan perdamaien, Kulish- kuliah tersebut dikemudian hari
dihimpun oleh muridaya Al- Saibani dalam karyanya Kitab

al-Shogir dan Kitab Siyar al-Kabir.

Ana; Ibnu Malik dalam kitabnya al-muwatta'’ juga
menulis satu bab tersendiri mengenei siyar demikian pu-
le. dalam karyenya kitab al-Kharaj, Abu Yusuf juga mengu -
pas mengenail berbagal aturan tentang menyaingkul masalah -
jihad, Perjenjian perdamian, arbitrasi, harta rampasan

perang dan lain-lain.

Menurut Zainal Abidin Ahmad, kbnsep Dar al Islam
dan Dar al- Harb lahir sebagai konsekwensi logis dari
gituasi sosial politik kerajaan-kerajaan islam pada abad

pertengahan, dimana pada waktu itu beberapa kerajaan is-

lam terlibat dalem peperangan, baik perang menghadapi mu-
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suh-musuh dari luar maupun perang antara sesama kerajaan

yang ada dalam rangka peramg saudara.

Berkaitan dengan masalah tersebut, timbullah suatu
persoalan; Bagaimana cara untuk membedakan antara negara
Islam yang harus dihormati dari segala hak-hak penduduk-
nya, dan manapule . yang dinamakan negara. musuh., Dalam
mensaggapi persoalan inilall kemudian lahir dua istilah .m-
tau konsep yang saling bertentangan .itu yakni: Dar  Al-
Islam untuk menunjukken kepada negara Islam, dan istilah

Dar al-Harb untuk menunjukkan kepsda negara musuh. ( sai-

A"

nal Abidin Ahmad, 1956 :26 )

Pembahasan selanjutnya, yang berkenaan dengen kon -
frontasi kedua Dar (negara) diatas berkisar pada sebab-
sebab yang sah bagi adanye peperangan, tujuan dilaksana -
kannya peperangan, tata cara peperangan, akibatl peperang-
an hingga sampai pade permasalahan perundingan dan per

janjian dan perdamaian.

Seiring dengan perjalanan waktu, pembahasan lebih
lanjut mengenai. kedua konsep di atas, menjadi semakin lu
as dan detail, sehingga terasa lebih bersifat politis dan
idiologis dari pada bersifat juridis dan wetan schapelijk

sebagaimane pada awalnya.

Misalnya Dabusi dalam kitabnya al-Farq Bayna Dar

al-Islam wa der al-Harb, sebagaimana yeng dikutip oleh



43

vainal abidin Ahmad, telah membuat pembedaan xang anali~
tis dientara kedua dar tersebut, dimans Dabusi telah
menggambarkan perbedaan-perbedean yang prinsipil di da-
lam hak-hak politik, ekomomi dan sosial, antare warga

negara dar al-lslam dan Dar al-Harb.

Beliau juge membuat pembahusan tentang kewajiban
pembelaan bagi negara bagl warga der a1~fslam, terhadap
orang-orsng yang teraniaya, yang berada di bawah kekuasa
an dar al-harb, jugea terhadap pelanggaran hukum-hukum -
kriminil, tawanan perang dan pelarian dari kedua belah
pihak. Semua dikupas oleh Dabusi, dengan jalan mengambil
pendapat imam-imam madhab yang lain, selain dari madhab
hambali yang dianut dan pendapatnya sendiri. ( Zailnal Abi

din Ahmed, 1956 :26 )

Berkenaan dengan perubahan atau perluasan mae.kna
daer al-lslam dan dar al-parb, dari lapangan juridis(yang
berkensan dengan hukum perang) kepada makna politis, de-

ngen tegas al-Hambali menyatakan :

PO TCR T UN VAN RPN POy 2
TV RS AL S S TP AN A S LG EY
(Samsu al-din ibi Abd. Allah Muh.al-Hambali,I,1972:213) °

"Maka setiap wilayahyang pada hukum islam menjadi hu
kum positif, maka ia edelah daral-lslam. Apabila hu
kum orang kafir yang menjadi hukum positif, maka
jia adalah dar al-harb. Dan tiada wilayah (dar) lain-
selain keduanya'.
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Berawal dari sinilah, kemudian konsep dar al-harb
dan der al-Islam pada khususnya, mulai mengandung pe-
ngrtian atau makna yang bermuatan idiologis dan politis,v
karena lengkapnya gambaran dar al-Islam itu, mulei dari
belenggu penjajahan. Segera saja konsep dar al-Islam ter
sebut dijadiken sebegai tujuern dari gerakan politik un. -
tuk mendirikan sua tu negara Iskam, dengan dimotori oleh

para ahli hukum den filosuf politik.

Mereka memandang negara islam sebagai negara ide-~
al, dengan syari'at sebagai undarng-undangnya, mereka
yakin atas keunggulan negara Islam apabila dibandingkan-
dengan rezim rasional sekalipun. (S. Wagar Ahmad Husaini

1988 : 154)

Semer.jak itulah, bila disebut oreng akan istilah
dar al-Islsm, meka yang dimaksud adalah negara Islam. Se
bagaimana yang dinyatukan oleh Abd. al-Karim zaidan be

rikut ini :
PR GRIDH) Y PRES Lol st g 23
ol | o sl gl 02 Ep bl s
s i oot bt
"Para fugaha' telah menyebut Dawlah Islamiyah dengan

istilah der al-lslam, .Dalam istilah dar al-islam itu
sendiri telah mengandung makna sebagaimana yang ter
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kandung delum kalimah daulah menurut istilah perundan
dang-undangan modern., "

Mengutip pendapat al-Sarakhai, bahwa
AL ROy sl 5 sl Ul Ll

"Negara Islam adalah name suatu negara yang terletak-
dibawah kekuasaan orang islam" ./

Sela njutnya beliau mengatakan bahwa bila difinisi terse
but kita telash lebih jJauh maeka akan segerah nampak dari
padanya unsur-unsur pembentuk negara, yakni unsur pendu -
duk dan peraturan perundang-undangan. Dimana tiap seorang
muslim diwajibkan untuk kembaeli pade aturan-aturan islam

ia memutuskan suatu perkata,

Dalam catatan sejarah, umat islam telah mengguna..-
kan tiga istilah untuk meggambarkan cita-cita politik

kenegaraan mereka

1. Khalifah , Suatu istilah yang sudah dipergunakan semen
Jak berdirinya negara islam yang pertama dan pernah
dijumpai dalam Al-qur'an dan Al-hadits.

2. Dar al-Islam, suatu istilah yang tumbuh dalam masyara-
kat islam dan tidek pernah dijumpai baik dalam Al-qur'
an dan Al-hadits.

3. Baldeh Tayyibah wa Rab Gafur, satu istilah yang tumbuh

dalam msyarakat islam Indonesia, tapi belum dikenal o-
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leb dunia politik islam klasik. ( zainal Abidin  Ah-

mad, 1956 : 20)

Sementara itu, istilah dar al-Harb ’ sebagaimana
adenya dengan istilah dar al-Islam, juga mengalami perge-
seran ma'na, khusucnys dalam dunia Barat. Para orienta"-
lis telah mempermainkan dan menggunakan istilah tersebut
untuk merusak hubungan dengan antara umat islam dengan
umat lain, Mereka mengubah istilah dar al- harb menjadi
dar al-Kufr. Sehinggah menimbulkan image bagi adanya
permusuhan gbadi antara orang islam dengan non islam,

sebab kafir adalah musuh utaemsa bagi umat islam.

Dengan berubahnya oreantasi kedua istilah tersebut
dari lapangen juridis kepada lapangan politik, dan dengan
adanya kenyetoan unat islam Yyang hidup dalam berbagai ne-
gara dan kebangssan. Saat ini pengertian kedua istilah
tersebut berkaitan erat dengan eksistensi suaéﬁ negara -

berikut kebebasan kehidupan keagamaan bagi warga negaraya

bukan lagi berkaitan dengan penguasaan suatu wilayah.

Terdapat perbedaan pendapat dikalangsan Ulama' ber-
kenaan dengan pengertian dar al- Islam dan dar al-Harb -
dalam kontek diatas, sebagaimana telah dikutip oleh Ibra

him Husen:

1. Dar al-Islam adalah negara yang memberlakukan- hukum

islam sebagai hukum negarg, dengan arti kata, kekuatan
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- kekuasaan negara berada dalem tangan umat islam |,
baik penduduknya muslim, non muslim atau terdiri atas
keduanya.

Z. Dar al-Islam ialah negara atauipemerinteh, yang pendu-
duknya mayorites agama islam, sekalipun kekuasaan dan
kekuatan negara bersdas 41 tangan kaum nin muslim.

3o Dar al-Islam adalah negara atau pemerintah, dimana
umat islam merupekan minoritas |, akan tetapi mereka
diberi hak kebebasan untuk menegakkan syiar islam, se-

kalipun kekuasasan negara berada dalam tangan orang - o

rang non musglim

Kemudian tentans pengertian atau ma'ng dar al-Harb

Juga terdapat berbagai ma'na, dientaranya

1. Dar al-harb ialah negara yang didalamnyas same sekali
tidak ada kekuastan umat islam.

2. Dar al-Harb addsh negara dimana kekuasdaan negara atau
pemerintahan tidak berada pada tangan umat islam, dan
umat islam tidak dilindungi hak-haknya serta tidak di
beri kebebasan untuk mengamalkan dan mengembangkan aja

ran agamanye. (Ibrahim Hoesen, 1993 :62-63)

rerkembangan lebih lanjut dari pemikiran tentang
dar al-Islam dan dar al4tarb, dimana pada dasarnya dar
al-Islam adalah suatu daerah atau wilayah yang berada da-

lam kekuasaan umat Islam, atau dimena umat islam mendapat
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kan kebebasan untuk melaksanakan syarl‘at agamanya, Se-
dang Dar al-Harb adalah wilayah yang tidak berads dalam
kekuasaan umat islam atau dimana umat islam tidak menda-‘
patkan kebebasan dalam menjalankan syari'at agamanya, ya-
ng padanya selalu dikvwatirken akan kemungkinan datangnya

benyerangan atas Dar al-Islam.

Maka terdapat suatu daerah yang tidak masuk ke dg-
lam kategori diatas, yakni suatu daerah atau negara yang
tidak tunduk kepada kekuasaan umat islam, akan tetapi
mempunyai perjanjian perdamaian yang harus di hormati ole
nya dan PBar Al-Islam, Dimana mereka mempunya i kekuasaan -
penuh atas wilayahnya, daerah inilah yang disebut Dar Al

Ahdi. (Hasbi Ash- Shiddigqy, 1971:121)

Dalam hal ini As-Syaihani mengumgkapkan, bahwa
yang menjadi pegangan dalam menentukan Dar gle Ahdl adalah
berdasarkan atas kekuasaan dan ketahanan dglam melaksang-~
kan pemerintahan. Apabila pemerintahannys ditangan golong
an non Muslim yang menginginkan perdamaian, maka daerah

itu digolongkan sebagai dar al-Ahdi. (Abu Zahroh,tt, 67 )

Kemudian dari kepentingan beberapa pembahasan se -
lanjutnya, maka dalam hal ini penyusun akan menggunakanya
dengan adanya dari pengertian yang sebagaimana yang pe
nulis susun, sebagaimana dala ini skan kami kemukakana -

pada awal bab ini,
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C. Penergpan konsep Dar al-Islam dan Dar al-Harb dalam

teori politik Islam

Ada beberapa bidang dalam teori politik Islam,yang
mempunyai nuansa khusus berkenaan dengan penggunaan kedua
konsep di atas :

1. Kebangsean (al-Jdinsiyyah)

Menurut syari'at Islam, kebangsaan seseorang di
dasarkan stas Islam atau ketertundukannya kepada hukum

Islam atau ketidak percayaannya terhadap Islam. (Ahmdd
lianafi, 11,1980:114)

Oleh karena itu, semua penduduk dar al-Islam hanya
mem_uny1i satu macam kehangsaan, baik orang tersebut ada-
lah orang Islam ataupun orang-orang zimmi, baik mereka
berada dibawsh saty pemeintahan atau dalam beberapa pe-
merintahan. Ferbedaan kedaerahan tidaklah mengakibatkan -~

adanya perbedann kebangsaan dan hukum.

Sebaliknya, semua penduduk dar al-harb juga diang-
gap hanya mempunyai satu kebangsaan, meskipun negeri
dan pemerintahan mereka banyak., Perbedasan kedaerahan ada
lah perbedaan kedalam diantara mereka, sedang dalem pan-

dangan syari'at Islam, mereka adalash tetap satu,.

Kerena Islam yang menjadi desar bagi suatu kebang-
saan, meka kebangsaan tersebut dapet berubah menurut per
ubahan dasarnya. Jadi kebangsean seorang harbi akan ber

ubah apabila ia memeluk Islam, atau menyatakan dirinya
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tunduk kepada ketentuan hukum Iglam (menjadi zimmi)

Untuk mendapatkan status zimmi, seorang harbi
haruslah berhijrah (berpindah) kedalam dar al-Islam, ke
cuali kalsu semua penduduknya telah berada dalam perlin-
dungan dar al-Islam dan menyatakan tunduk kepads hukum
lslam, sebab dengan demikian negeri tersebut telah ber

ubah menjadi dar al-Islam.

Seorang harbi apabila telah menyatakan memeluk
Islam, maka kebangsaannya akan berubah dengan tanpa ha-
rus hijrah kedalam dar al-Islam, meskipun Abu Hanifah te
tap mensyaratkan adanya hijrah vntuk mendapatkan perlin-
dungan. Sebaliknya kebangsaan seoran; muslim akan ber
ubeh bila ia murted, atsu berpindahnya seorang zimmi

kedalam dar al-llarb.

Perkawinen juga tidak cukup untuk meivhawa perubah
an bagi kebangsaan seseorang. Seorang Islam atau sese-
oranz zimmi epabila melangsungkan pernikehen dengan se-
orang harbi delam dar al-Harb, maka kebangsasn si istri
tidak dengan sendirinya mengikuti kebangsasan suami, ke-

cuali jika si istri mau berhijrah kedalam dar al-Islam.

Demikien pula halnya dengan seorang musta'min, a-
pabila ia melangsungken pernikehan dengan zimmi delam
dar al-Islam, maka si suemi tidek serta merta menjadi

seorang zimmi, kecucli jika ia mau berhijrah kedelam
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dar al-Islem, Dengan demikian bukun perkawinan yang
mengakibatken adanya kebangsaan, akan tetapi karena Is-
lam atau ketundukan kepada hukum-hukumnya ateu kesedian -
seseorang untuk berada atgu menetapundalam dar al- Islem

ateu sebnliknya.

Anak-anak dan orang-oreng yang dipersamaken de-
ngan merekes, seperti orang gila, akan mengikuti kebangsa
an dari kebuangsaan orang tuanya. Kalau suami istri masuk
Islam atau menjadi zimmi, maka anak anaknya yang . belum
tamyiz akan mengikuti status mereka. Akan tetapi bila
hanya saleh satu dari keduanya, maka menurut Ulama' Madi
nah, hanya kemusliman bapaknyalah yang mengislamkan me-
reka, sedangkan menurut Abu Sulaiman ibunyalah yang akan

mengislamkannya. (Ibn Hazm, al-Nahlli, VII :tt :319)

Nenurut Ahmad Hanafi,yang menjadi patokan dalam
menentukan suatu kebangsaan adalalh, apabila perubashan ke
bangsaan itu menuju kearah yang lebih tinggi, makas anak
Yang belum tam iz akan mengikuti@ perubahan kebangsaan
orang tuanya, sementara kalau perubahan itu menujuh ke
arah yang lebih rendah, maka kebangsaan tetap pada e
bangsaan semula, karena kebangsaan islam itu merupakan -
kebagsaan yang tinggi, sebagaimana yang disabdakan oleh

nabi

ke do )y S syt
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( Al- Bukhori, tt, 96 )

"Islam itu tingi dan tidak ada yang melebihinya".

2. Kewarganegaraan

Islam merupakan sistem pemikiran dan sekaligus sis
tem tindakan, dan islam Juga bertujuan untuk membentuk
suatu negara berdasarkan idiologinya, maka islam membata-
si kewarganegaraanyahanya pada orang-orang yang bertempat
tinggal didelam wilayahnya, atau yang mau berimigrasi ke

dalam wilayehnya.,

Dar al-Islam bukanlah negara extra teritorial, se

bagaimana tersirat didala firman-Nya:

Aty 4 S ALY, 00 ey 1y, 2y o tinl (1 WO
Ad, tr'i;"’“"? QJJ?UMJL&;TCK—U‘J ol funse
A-ids Gapesdly alylasaln 110t gt UArs

=4

;o ely sr i

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah,
serta berjihad dengan harta dan Jiwanya pada jalan -
Allah, dan orang-orang yang memberika: tempat kedia -
man dan pertolongan (kepada orang muhajirin). Nereka
itu satu sama lain lindung melindungi. Dan terhadap
orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, maka ti-
dak ada kewajiban sedikitpun atasnya melindungi mere
ka sebelum mereka berhijreh ",

( Depag,RI. 1982: 72 )
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Dengan demikian, negara membatagi perlindungan po-
litis dan konstitusional kewarganegaraan hanya pada batas
wilayah negara, karena syarat kewarganegarann adalah ja--
lam dan berdomisili dalam wilayahnya..Mengingat hal terse
but, maka warga negara dar al-Islam itu terdiri dari go -
longan muslim dan golongan zimmi. Golongan zimmi adalah
Semua kaum non muslin yang bersedia tetap taat dan setia
kepada negarn islam. yang dijadikan tempat tinggal untuk
menca ri nafkah, (Prof. 7.k. liasbi Ash-Shiddiqy, IV : 1977

203 )

3. Penerapan ketentuan syari'at Islam

Syari'atl lslam pada dasarnya bukanlsh suatu syari!
at regional, ia adalah syari'at internasional, karena
ia ditujukan kepade semua orang, baik ia muslim ataupun
non muslim, ekan tetapi mereka tidak Seémua orang percaya
kepade syari'at Islam, sedangkan syari'at Islam juga
tidak mungkin dlpaksakan kepada mereka, maka syari'at Is~
lam hanysa dapat diterapkan kepada negara-negara ysng ber
ada dibawuh kekuasaan kaum muslimin (dar al-Islam) saja,

dengan ketentuan yang sama bagi semua bpenduduknya, yakni

muslim dan zimmi,

Untuk sshnya status zimmi, seorung harbi harus
melekukan agad zimmi terlebih dahulu. Agad zimmi. baru

akan dianggap sah apabila telsh memenuhi dua syarat be-
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rikut.ini

a. kemauan untuk membayar jizyah.

b. Diperlakukannya segala ketentuan hukum Islam dalam
setiap aktifitasnya, baik Yang berkaitan dengan hak
hak Adam, Mu'amalah, perikatan dan lain-lain. ( Abi

sakariya MNuhyi ad-bin an-Nawawi, tt, 408 )

Dengan selesainyas agad tersebut, maka resmilah ia
menjadi zimmi. Selanjutnyas untuk warga negara semacam ini
islam memberikan jaminan perlindungan atas kehidupan, naf
kah, kekayaan, kebudayaan, keimanan dan martabatnya, se-
bagaimana disyaratkan oleh peryataan sahabat Ali * harm

Allah wajhah
bjbjt(/py[ﬁuufg_,mq}é,ﬁ (SRl T;,J}gu".

( Sayyid Sabiq, tt, 662 )

"Sesungguhnya pemberian jizyah adalah agar durah me -

reka sama (hukumnnya) dengan daran kita, dan harta
benda mereka adalah sama (hukumnya) dengan harta hen
da kitav,

Berikut kaidah umum yang dinyatakan oleh Fuqaha' :

( Sayyid Sabiq, tt. 662 )

"Kewajiban mereka adalah sebagaimana kewajiban kita,
dan hak mereka adalah sebagaimana hak kita".

Selanjutnya ditetapkan bahwa, hanya ada dua tin-
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dakan yang menyebabkan hapusnya hak seorang zimmi untuk

memperoleh jaminan perlindungan dari oranz Islam, yaitu;

8. Jika mereka meninggalkan dar al-Islam dan menyeberang
kedalam wilayah dar al-harb.

b. Jika mereka terang-terangan memberontak terhadap ne-

gara Islam (dar al-Islam). (Al—Maududi, 1990 : 309)

Dengan demikian, maka kaum zimmi hempunyai kesem-
patan dan ketebasan yang sama dengan kaum muslimin, baik
dalam bidang sosgial budaya, pendidikan, profesi dan bi

dang-bidang lainnya selain bidang politik.

Dalam bidang politik, kaum zimmi hanya mempunyai-
hak atau peluang pala POsS-pos yang tidak penting, pos
POs yang penting, yang berksitan dengan perumusan kebi -

Jaksanaan den pengendalian departemen, miselnya jabatan

khalifah, hanya diperuntukkan bagi orang-orang Islam,
Karena tujuan pokok dari adanya khalifsh adalah untuk
menegakkan syari'at Islam, sehingga syarat. Keislamen
itu menjadi penting, kafena bagaimana mungkin .seorang

non muslim akan dapat menegakkan syari'at Islam, (Hasbi
Ash~ Shiddiqy, 1989 :95)

Setelah menjadi seoreng zimmi, maka dalam setiap
tehunnya, kepada golongan zimmi, baik mereka dari golong
an Yahudi, Nasrani Majusi, Sabi'ah dan Samirah dikenai

kewajiban membayar jizyah, khususnya kepada kaum laki
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laki diantare mereka dan tidak kepada kaum perempuan dan

anak-anak. ( Abu Yusuf, III,tt : 122 )

Tentang besarnya jizyeh tersebut, nampaknya dianta
ra para Ulama' tidak ada kepakatan. Abu Yusuf. misalnya ,
mengatakan bahwa untuk orang kaya, jizyahnya sebesar 48
dirham, untuk golongan menengeh sebesar 24 dirhem dan
orang-orang miskin,upekerja dan petnni.bebesar 12 dirheam,

( Abu Yusuf, III,tt : 122 )

Sementara al-Mawawi menegaskan bahwa jizyah itu
diambil dari orang-orang zimmi sebesar 1 dirham, golongan
menengah sebesarv 2 dinar dan golongan kaya 4 dinar. Se-
dangkan menurut Imem "alik, besar dan kecilnya jizyah,
semua tergantung pada ijtihad penguasa. (An-Nawawi, 1974,

395 )

Eenurut al-Maududi, seteld membayar jizyah orang
orang zimmi diperkecualikan dari kewajiban untuk membela

negara, beliau mengatakan :

Dengan demikian, jizyah buken hanya merupakan 1&m
bang dari kesetian kepada negara, melainkan juga
sebagai konpensasi suka rela atas perkecualian dan
pengabdian militer ini. Dan inilah sebabnya,jizyah
hanya dikenakan kepada kaum leki-laki yang mampu -
mengemban tugas militer.

( Al-Maududi, 1990 : 315 )
Sementara menurut Ibnu wayyim, alasan diambilnya -
Jizyah dari orang zimmi, bukanlah sebagai konpensasi dari

keberadaan mereka dalam dar altlslam guna mendapatkan
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Janinan dan perlindungan dalam segala bentuknya, Tetapi
lebih karena teta pnya orang-orang zimmi pada agama mere
ka, berikut kerena rendahnya martabat orang-orang kafir,
sehingga jizyah dapat merupakann suatu hukuman, dan hukum
an itu akan berahir bilamana mereka amu masuk Islam.

( Ibn al-uayyim, 1961 : 57 )

Kemudian berkenaan dengan pelaksanaan segala keten
tuan syari'eh, maka semua warga negara tanpa kecuali ber
kewajiban untuk melaksanakennya, hanya saja dalam hal

hal yang berkaitan dengan siar agama, aqidah, peribadaten

dan lain-lain hal yang berkenaan dengan pembetalan per
kawinan dan talak, mereka mendapatkan kebebasan secara
mutlak,

Selain dari hal-hal tersebut, atas semua ketentuan
syari'ah mereka diperlukan sama dengan orang-orang muslim
pada umumnga, sehingpza dalam bidang mu'amalahlmiSalnya )
mereka juga dilarang melakukan tindakan-tindakan yang
tidak sesuai dengun a Jaran Islam, seperti melakukan prak
tek riba, menimbun barang, dan demikian halnya terhadap -
Jarimah-jarimah, ‘baik jarimah qishas-diyat, hudud ataupun
ta'zir.

Sehingga ketika seorang harbi bertahkim, maka ti-
dak alzsan bagi seorang imam tidak menetapkan “hukumnya

berdasarkan hukum lslam, dan apabila mereka menolak, maka
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kepada mereka dapat dilakukan pemaksaan atau diperangi.

( Muhemmad Ibn Idris al-Syafi'i, III :tt : 223 )

Lebih jauh tentang pemerapan ketentuan-ketentuan-
syari'ah. Dengan mengingat kenyataan bahwa syari'ah Is -
lam itu dalem dataran praktis bersifat regional, maka
Fugaha' mengajukan 3 teori tentang lingkungan berlakunya

aturan hukwn Islam.

a, Teori pertama (azaz teritorial)

Teori pertama dikemukakan oleh Imam Abu Hanifeh .
Leliau menyetakan bahva - Syari'at Islam .tu diterapkan
atas jarimah-jarimah yang dibuat di negeri Islam, baik

oleh orang-orang islam ataupun oleh orang zimmi.

Adapun bagi orang-orang musta'min, hukum Islam ha
nya diterapkan pada jarimah-jarimah yang berkaitan de-
ngan hak-hak perorangen, seperti jarimah qisﬁasy diyat ,
khazcb, penggelapan, bperampasan dan lain-lain sebagainya
karena orang musta'min ketika berada dalam dar al-‘Islam
bukan bermaksud untuk menetap secara permanen, akan
tetapi hanya sekedar menunaikan keperluannya, seperti :
berdagang, sehingga pemberian keamanan hanya berkisar pa
da keperluan tersebut, yakni berkisar pada hak-hak kema-

nusiaan (hak anak Adam).

Terhadap jarimah yang diperbuat diluar negara

Islam, baik oleh orang ‘slam ataupun oleh orang  zimmi,
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maka mereka tidak dikenakkan atau dihukumi menurut keten
tuan syari'at islam, baik perbuatanya dari dar al- Islam.
yang pergi ke dar al-Harb yan; kemudian kembali ke dar-al
Islam.Atau oleh orang-orang dari dar gl-Herb yenz kemudi
an pinda h ke dar al- Islam. Hal itu terjadi karena tidak
adanya kekuasaan imam untulk melaksanakan ketentuan syari'

at hukum islam dalam wilayah dar al-Harb-

Akan tetapi sebaliknya, bila warga dar el-Islam -
yang membuat jarimsh yang kemudian lari kewilayah dar al
Harb, maka kepindahannya tersebut tidak akan menghapuskan
hukuman, sebab jarimah tersebut sudah sepenuhnya berhak
atas suatu hukuman. Sehingga sewaktu-waktu ia pulang maka
dapat segere dilaksanskan keputusan hukumnya., ketentuan i
ni juga berlaku kepada golongan musta'min Jika 1a melaku-
kan jarimah dalam negara islam , maka kepulangannya ke
negara asal juga ticak menghilangkan hukuman, manakals
negaranya dapat dikuassai oleh penguasa islam.( 4. Hanafi,

1986 @ 96-97 )

b. Teori kedua (azas teritorial)

Teori ini dikemukaken oleh imam Abu Yusuf, beliau
menyataken bahwa syari'at islam berlaku terhadap setiap O
Tang yang berade dalam dar al-lslam baik ia seorang mus-

lim , zimmi atau seotang musta 'min

Mengenai berlakunya hukum islam terdapat musta'min
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beliau menerangkan bahwa: Janji keamanan yang memberikan
kepada musta'in hak bertempat tinggal dalam dar al- Islam
untuk sementara waktu, dipedolehnya berdasarkan kesanggu-.
panya untuk menjalankan atau tunduk kepada syari'at islam
Dengan permintaanya untuk memasuki wilayah der al- dislam
berarti kesanggupan untuk tunduk kepada syari'at tersebut
berasal dari dolam dirinya sendiri. Dan karena pemberian-
hak bertempat tinggal ter.ebut didasarkan atas syari'at
itu. Maka kedudukanya sama dengan orang-orang zimmi.(A.Hg-

nsfi,19¢6 @ 96-95 )

c. Teori ketiga (azas nasionalitas)

Teori ini dikemukakan oleh Imam Malik, gyafi'i
dan Ahmad. Wereka mnyatakan bahwe syari'at islam itu di
terapkan terhadap pada setigp jarimeh yang diperbuat dida-
lam dar al-Islam, baik oleh orang islam, zimmi atau muste
in, dengan alasan yang tak jeuh berbeda dengan alasan da-

lam kedua teori diatas.

Syari'a t islem juga dapat diterapkan atas setiap
Jarimah yang diteiapkan oleh setiap orang islam dan zimmi
dalam dar al-harb. Kerena jarimah yang diperbuat dalam
dar al-islam tidak terdapat perbedaan, selama islam mela-

rang perbuatan tersehut.

Dengan demikian juga halnye perbuatan-perbuatan ya

ng tidak dilarang oleh dar al-harb, tetupi dilakukan oleh
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orang-orang islam atau oleh orang-orang zimmi dari pendu-
duk dar tersebut., maka ia tetap terlarang selama islam

melarangnya.

Dikaitkan dengan situasi dengan kenegaraan saat
ini, maka berbilangnya negara-negara islem( dar al- islam)
tidaklah terja di penghalang bagi penerapan teori- teori
tentang berlakunya syari'at islam. Untuk itu ada satu hal
yang perlu diperhatiken, yaitu agar tiap-tiap negera is-
lam menganggap dirinya sebagai pelaksanaan syari'at islam
bukan saja terhadap warga nega ra sendiri, tetapi juga

terhadap warga negara lainya.

Oleh karena itu, suatu jarimah yang diperbuat oleh
orang islam, zimmi atan orang musta'in, bisa dilakukanya--
pengadilanys oleh setiap negara islam. Meskipun tempat
terjadinya jarimah tersebut di daersah yurisdiksi negara
lain sela ma mereka belum dijatuhi hukuman dimena ia mela

kukan jarimeh .( A. Hanafi, 1986 :99)

Menurut syari'at islam, suatu negara islam juga
tidak diperkensnkan untuk menyerahkan warga negaranya, ba
ik yang bersetatus muslim atau zimmi untuk diadili untuk
negara yang bukan islam, atas suatu jarimah yang telah

diperbuatnya dalam negeri yang bukan islam tersebut.

4. Hubungan Internasipnal
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Para Ulamd can sejarahvian muslim telah menyajikan -
dua posisi atau teori tentang hubungan-hubungan antara
negara islam dengan negara-negara non muslim, Yakni teori~
Yang berorentnsi Yepada pepersngan dan teori yang beroren

tasi kepada perdamaian.

Da lam teori pertama, jihad atau perang suci ai
anggap sebagai sstu-satunya bentuk hubungan yang dapat
diterima, antara dar al-Islam den dar al-liarb, aengan

demikian, meka dunia terbagi menjadi dua bagien dar al-
Islam dan der al-Harb.

Dengan mengingat akan hakekat syari'at Islam yang
universal, berikut dengan memperhatikan kandungan ayat
ayat tertentu, kiranya cukup alasan bagi munculnya teori
ini, ysng pada gilirannya membeharkan umat Islam untuk
terus menerus berjihad melawan orang-orang kafir, sampai
mereka bergedis menerima Islam, ayat-ayat tersebut misal;

nya :
e Oy S AMAZIG oy alyy LN f_L_,.‘;m;s,\;
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"Apabila telah habis bulan-bulan haram itu, maka bu -
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nuhlah orang-orang musyrikin itu dimana saja kamu
Jumpai mereka, kepunglah mereka dan intailah ditempat
pengintaian, Jika mereka bertaubat dan mendirikan sha
lat dan menunaikan zakat, berilah kebebasan kepada me.
reka untuk berjalan. Sesungguhnya Allsh Maha Pengam -
pun lagi kaha Penyayang".

(Departemen Agama RI, 1982 : 5 )

LLengan demikian secura teoritis, perdamaian ebadi
antara dar al-Islam dan dar al-harb tidak diizinkan, dan
walaupun ada ia hanyalah suatu konklusi genjatan genjata-
dan hanyo dilakukan untuk masa yYang tidak lebih dari

sepuluh tahun. (As-Sayyid Sabiq, tt, 660)

Derkenaan dengan masalah gencatan senjata tersebut

Imam Syafi'i mengatalkan

Aer A B\ st s, AR (03 e Bd o dt Gpp 16t
(Aot O A ALY~ Los_spplo b b IAxd
J.:“;sLs—(@.ﬁ}Jkg_{j M&JT&JML;-(LM(_@,_/J‘{
. w

(4C*AQ5_LJ*l3L}tvég_ég5<; Q_LJ”‘#4~]()k£5Ré===19‘\}gL;f':é
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"Apabile orang-orsng lslam mengalami kesulitan dalam
memerangi kaum musyrik atau segolongan dari mereka
yang dikarenakan oleh jauhnya tempat mereka atau ka-
rena besarnya jumlah mereka, atau karena adanya per

sahabatan antara mereka dengan kaum muslim atau de-
ngan orang sesudahnya diantara mereka. Kepada kaum
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muslimin diperbolehkan untuk meninggalkan mereka, dan
membuat perjanjian dengan mereka dengan tanpa imbalan
suatu apapun dari mereks. Apabila orang musyrik itu
memberikan sesuatu kepade kaum muslimin sedikit atau .
banyak, kaum muslimin dapat mengambilnya. Kepada kaum
muslimin tidek diperkenankan untuk mengambil seswatu-
dari kaum musyrik, kecuali pada suatu waktu ysng me-
reka ketahui bahwa mereka mampu menundukkan orang- o-
rang musyrik itu".

Masih dalam kerangka yang seama, sewaktu menerang -
kan tentang szuz-az:.z perhubungan antersa-kaum muslimin de
ngan non mulimin, 4bd. Veahab Kholaf menerangkan bahwa ha-
nya ada dua keamanzn yang daput diberikan oleh negara

Islam atas negara non mudlim,

D

1. Keamanan sementarsa, yakni keamanan di delam mass pepe-
rangan, Leamanan jinis ini selanjutnia dibedakan anta-
ra keamansn yang bersifat khusus dan yang bersifet

umum .

Keamenan yang bersifet khusus adalah keamanan ter
hedap sescorang atau sekelompok musuh, yrng diberi kan
olch seoring stau sekelompok tentara Islam. Adapun
yang bersifat umum adslah jeminan keamanan yang hanya-
dapat diberikan oleh seorang imam atau seorang pangli
ma perang kepuda musuh, untuk memberikan kesempatan un
tuk berfikir guna menyerah atau berdamai.

¢. Keamanan yang kekal, yakni jeminan keamanan terhadap
negara netral, yaitu negaru-negaru yang membuat perda-

mulan dengan negera lslam, Hak untuk melakukan . . ini
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hanya ada pade imam ateu wakilnya saja.(Abd. Wahab
Khalef,1977 :66 )

Oleh karenanya, apabila seorang hurbi memasuki daf
al-Islam tanpa izin, maka iz dapot ditangkap dan ditawan
dengun akibat-skibat tertentu kalau tidak diberi ampunan,
dan begitu sebaliknya apabila kaum muslim dan zimmi me-

masuki dar al-harb tanpa izin.

Adapun begi warga dar al-Islam yang izin memasuki
der al-lslam leainya, mereka tidak memerlukan adanya per
izinan dan jaminan keamanan atau keselamatan. Bahkan me-
nurut Imam kalik, Syafi'i dan Ahmad, orang-orang yang
menetap dalam negeri bukan Islam (dar al-harb) kedudukan-
nya sama dengan penduduk muglim yang menetap dalam dar
al-Islam, yakni aken mendapat jaminan bagi keselamatan ji

wa dan harta dari dar al-islam. ( A. Hanafi, 1967 : 94 )

Gambaran lebih rinci tentang politik Islam dalam
dunia internasional dikemukakan oleh Dr. Jalal Syarif,
beliau menyatakan, bahwa pandangan lslam terthadap dunia-
internasional terbagi atas tiga (3) kategori atau pihak
pihak muslim, pihak musuh dan pihak yang melakukan per
janjian.( Jalal Syarif dan Ali Abd. Kukti Muhammad, 1978¢
101 )

Dalam pandangan Fuqaha', pihak pertama sering di
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istilahkan dengan dar al-;slam, dimana diantara warganya
dilarang saling membunuh. Kepada pihak kedua, bila mere-
ka mau mengakui hegemoni negara Islam tanpa ateu sela-
Mma peperangan, serta menanda tangani suatu perjanjian -
tertentu dengan negara lslam, maks hunbungannya dengan
negara Islam berikut segala masalah yang timbul diantara
keduanya, akan diputwskannselaras dengan.pasal— pasal

perjanjian, sebagaimana diisyaratkan dalam firmanya:

AR L I ORI PR PV ([P ¢

"Hal orsng-orang yang beriman, penuhilash akad- sakad
itu”. (Depatemen Agama RI, 1982 : )

Disamping itu, umat Islam dilarang untuk memperla.
kukan mereka secara keras dan zalim, baik menyangkut hu-
kum perdeta ctaupun kebebasan beragama, sebab_kehormatan
serta harta benda mereka, sama sucinya dengun-ape vang

dimiliki oleh umat lslam.

Umat Islem juga tida k diperkenankan dengan seke
hendek hatinya, melakukan perubahan terhadap semua per
syarotan perjanjian, sebagaimana sabda nabi ¢ persyarat-

an perjanjian, yaitu
Y 4 BIe AL Y .M,_‘:({;_J VU At O O
e g e It gais alyla
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(Abi Dgud 1Ibn Suleymun, tt : 83 )

"Barang siapa yang diantaranya dengan suatu kaum
terdapat suatu perjenjian, maka janganlah engkau
mengingkarinya dan jangan pula memutuskannya, se-
hingga sampai pada waktunya, atau melakukan pelang-
garan kepada mereka sebegaimana mereka melakukannya

L2 O b I 1 d gl o Db len Ab (aY !
Lal i ass A arr ol i Cb yin s L n it

(Abi Daud 1bn Sulayman, tt : 171 )

"Barang siapa yang menganiaya seorang mu'shad (kafir
yang dijamin dengan perjanjian) ateu mengurangi hak
hdnya, atau memeksakan sesuatu di atus kemampuannya,
atau mengambil sesuatu dari padanya tanpa kerelaanya
maka aku adalah pembelanya di hari ahitat".

Kemudian pada pihak ketiga, jike mereka menolak ’
seruan untuk memeluk Islam, dengan penclakan yang diser-
tal dengan penggunaan kekerasan atau kekuatan, maka
kepadanya boleh untulk dilakukan Jihad, kar'ena kekuatan -~

harus dilawan dengan kekuaten, firman Allah :

NESIRCYCYS (PVANNY Yo U1 ANy g
S [s A2 Dy oL Dy bgle il 5,3
: CﬁL_Jlﬁ332(fﬁigrAJ?‘k/1513-4¢;==£)—51}49

"Diwajibkan ataes kamu berpersng, pada hal berperang-
itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu
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membenei sesuatu, pcda hal ia emat baik bagimu, dan
boleh jadi (pula ) kamu menyukai sesuatu, pada  hal
ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu
tidak mengetahui'. (Departemen Agama R1, 1982 : )

Sedangkan sabda Nabi SAW.
G &3 VLI o 305 G ot B st sl
@ LY 1]l A pa apae S i AN STy
. {jptdh;iéL_Auﬁ'

( Al-Bukhori, tt : 6 )

"Aku diperintahkann untuk memerangi manusis, sehing-
ga mereks menyatakan tiada Tuhan selain Allah, ba-~
rang siapa yang telah menyatakan tiada Tuhan selain
Allah, meks ia telah memelihara diriku jiwa dan har
tanya, kecuali atas ketentuan lain, dan pahalanya di
gisi Allah",

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas,dan
dengan masih dalam kerangka teori yang menghgsilkan pem
bagian dunia kedalam dua kategori, yaitu dar al- Islam
dan dar al-harb, gambaran singkat mengenal politiknya ,

tersirat dalam hadits berikut :

5 0 SV N fsg e dlot doo st S5t 5 51
A e Tl Sl JU gehs Uyt

c Jbam gt W G et B (4,«—36 (=, all
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(f(r-"-"rérvt);\‘—di—aﬁ AN S VI PRIV U VAP R LR
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A5\ Aol GRB L O s din L3
( Ibn KMajah, 197. : 953 )

"Bahwasannya Rasulullah SAl. ketika mengirimkan sari
yah atau suatu pasukan, kepada mereka beliau memerin
tahkan, beliau bersabda : Jika kalian bertemu dengan
seorang musuhmu dari golongan orang-orang musyrik ,
maka ajaklah mereka kepada tiga tindakan atau tiga
hal. Manakala mereka mau menuruti ajakanmu, tinggal-
kanlah mereka. Ajaklah mereka untuk memeluk agama
Islam, bila mereka mau menerime ajakanmu, maka teri
malah dan tinggalkanlah mereka, kemudian ajaklah me-
reka untuk berhijreh dari kediamana mereka kepada
der al-muhejirin, Bila mereks mau menerimas mau mene
rima ajakanmu, make terimalsh hijrah mereka dan beri
tahukan kepada mereka ; bahwasannya bila mereka ber
hijreh, makae bagi mereka adalah sebasgainana bagi o-
rang-orang muhajir dan atas mereka adalah sebagai
mana a tas orang-orang muhajir. Dan apabila mereka
memilih untuk tetap berdiam pada kediamannya, maka
status mereka adalsh sebegsimana orang-orang Arab
yang muslim, kepada mereka berlaku hukum Islam, se-
begaimena ia berlaku kepada kaum Islan. Bagi mereka
tiada suatu hakpun atas harta rampasan perang, kecu
ali jike mereka mau berjihad berssma keum muslim, Ji
ke mereka tidak memenubi ajakanmu untuk memeluk Is-
lem, maka mintalah kepada mereka untuk membayar jiz
Yah. Jika mereka meu membayar, meka terimalah pem
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bayaran mereka dan buatlah perjanjian dengan mereka ,
namun bila mereka mebangkang, maka mintalah pertolong
an Allah ates mefeka dan perangilsh ",



